
Mengingat... 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tent.ang Perubahan Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalarn huruf 
a, dilakukan agar peraturan daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 tidak bcrtentangan dengan kepentingan 
urrrurn clan peraturan perundang-undangan yang lcbih 
tinggi; 

Menimbang a. bahwa guna memenuhi ketenluan Pasal 315 ayat (6). 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Bogor 
telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Dacrah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan 
Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1235-Keu/2015 
tenrang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bogar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015 clan Rancangan Peraturan 
Bupati Bogor tcntang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Penda pa tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOGOR, 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 

NOMOR 10 TAHUN 2015 

BUPATI BOGOR 
PROVINS! JAWA BARAT 



6. Undang-Undang .... 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Llngkungan Propinsi Djawa Barnt (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), scbagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 t.entang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3262), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik T ndonesia 
Nomor 4999); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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15. Undang-Undang ... 

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pcrubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 t.entang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tcntang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Norn or 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Anlara Pemcrintah Pusat dan 
Pernerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438}; 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049}; 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbenrukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 t.ent.ang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5495); 
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20. Peraturan ... 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagairnana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

16. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nornor 34 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 108); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah clan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

18. Peraturan Pcmcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan clan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kcdudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4712); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pcmcrintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Norn or 171 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik · 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
t.entang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem lnforrnasi Kcuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pernerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dacrah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

28. Peraturan Pemerintah Nornor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4738); 

29. Peraturan ... 
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37. Peraturan ... 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Alas Peraturan 
Pemcrintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5351); 

32. Peraturan Pcmcrintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Ped.oman Penyusunan Peraruran Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5104); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Togas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Togas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Waki] Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4209); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pcmberian dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 
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44. Peraturan ... 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 lentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Dcsa (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

40. Pcraturan Prcsidcn Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit 
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan, sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 10 Tahun 2012 ten tang Perubahan Alas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit 
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2012 Norn or 26); 

41. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/,Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
bcbcrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

42. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang 
Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 310); 

43. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pcmanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 
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50. Pcraturan ... 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

45. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah clan 
Rancangan Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pcdoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kcmampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus di Dacrah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedornan Pengelolaan 
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 
2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik, sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata 
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik; 
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59. Peraturan ... 

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Pcrubahan Atas Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Bclanja Dacrah; 

51. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Invcstasi Pcmcrintah Dacrah; 

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tcntang Pcmbcntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

53. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tcntang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pernerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 589); 

54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 37 Tahun 2014 
tcntang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

55. Peraturan Menteri Kcuangan Nornor 61/PMK.07 /2014 
tentang Pedoman Urnum dan Alokasi Tunjangan Profesi 
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, 
Kabupatcn dan Kata Tahun Anggaran 2014; 

56. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 1744); 

57. Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 183/PMK.07 /2014 
tentang Batas Minimal Defisit Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulat.if Pinjaman 
Daerah Tahun Anggaran 2015; 

58. Pcraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 
III/DPRD/Ps.012/III/ 1981 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT II Bogor 
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Bogar Tahun 1983 Nomor 3 
Seri G}, sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 
III/DPRD/Ps.012/III/ 1981 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten OT II I3ogor 
(Lembaran Daerah Kabupatcn Bogor Tahun 1993 Nomor 
10 Seri D); 
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71. Peraturan ... 

59. Pcraturan Daerah Kabupalen Bogor Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogar Tahun 2008 
Nomor 9); 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pernbcnrukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11); 

61. Peraturan Daerah Kabupatcn Bogar Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah {Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogar Tahun 2008 Nomor 12); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 [Lernbaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 8 Tahun 
2009 t.entang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupat.en Bogor Nomor 37); 

64. Peraturan Daerah Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bogar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogar Tahun 2009 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Bogar Nomor 40); 

65. Peraturan Daerah Bogar Nomor 12 Tahun 2009 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogar 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogar Nomor 41); 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Boger Nomor 2 Tahun 2010 
ten tang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogar Tahun 2010 Nomor 2), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nornor 2 Tahun 2010 tentang Pembcntukan Badan 
Pcnanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogar Tahun 2015 Nomor 2); 

67. Peraturan Dacrah Kabupalen Bogar Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps 
Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bogar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 3); 

68. Pcraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bogar 
Tahun 2010 Nomor 4); 

69. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 
lentang Pajak Restoran (Lembaran Dacrah Kabupaten Bogor 
Tahun 2010 Nomor 5); 

70. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 9 Tahun 2010 
tcntang Pernbentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogar Tahun 2010 Nomor 9); 
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80. Peraturan ... 

71. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boger Tahun 2010 
Nomor 10); 

72. Peraturan Daerah Ka bu paten Bogor Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pernbentukan Rumah Sakit Umum Daerah 
Leuwiliang Kelas C (Lembaran Dacrah Kabupaten Bogor 
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupatcn Bogar Nomor 54); 

73. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di 
Bidang Pertambangan dan Encrgi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogar Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah 
diubah dcngan Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nornor 4 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bogar Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pendirian 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan 
dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten J3ogor Tahun 2014 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor 80); 

7 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 7 Tahun 20 11 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Begor Tahun 2011 Nomor 7); 

75. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pembcntukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupatcn Bogar 
Tahun 2011 Nomor 8); 

76. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nornor 10 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lcmbaran Daerah Ka bu paten Bogor Tahun 2011 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogar 
Nomor 58); 

77. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nam or 12 Tahun 2011 
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Ciawi dan Rumah Sakit Umum Daerah 
Cibinong [Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 
Nomor 12, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor 59); 

78. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Izin Trayek (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Begor Tahun 2011 Nomor 13}; 

79. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Air Tanah (Lcmbaran Daerah 
Kabupatcn Bogor Tahun 2011 Nornor 1 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bogar Nomor 61); 
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92. Peraturan ... 

80. Peraturan Daerah Kabupatcn Bogor Nomor 20 Tahun 2011 
tcntang Pembentukan BUMD Bank Pembiayaan Rakyal 
Syariah (Lernbaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 
Nomor 20, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor 63); 

81. Peraturan Daerah Kabupatcn Bogor Nomor 21 Tahun 2011 
tcntang Pembenrukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat clan Kantor Kcsatuan Bangsa dan Politik 
[Lembaran Dacrah Kabupaten Boger Tahun 2011 
Nomor 21); 

82. Peraturan Dacrah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan 
Polisi Pamong Praja [Lembaran Dacrah Kabupaten Bogor 
Tahun 2011 Nomor 22); 

83. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 25 Tahun 2011 
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogar 
Tahun 2011 Nornor 25); 

84. Peraturan Dacrah Kabupaten Bogar Nomor 26 Tahun 2011 
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Baruan [Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 26); 

85. Pcraturan Daerah Kabupaten Boger Nomor 27 Tahun 2011 
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupatcn Bogor 
Tahun 2011 Nomor 27); 

86. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 
teruang Retribusi Jasa Umurn (Lembaran Dacrah Kabupaten 
Bogar Tahun 201 l Nomor 28); 

87. Peraturan Dacrah Kabupatcn Bogor Komar 29 Tahun 2011 
tentang Retribusi .Jasa Usaha (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Bogar Tahun 2011 Nornor 29); 

88. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tcrtcntu (Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30); 

89. Peraturan Daerah Kabupalen Bogor Nomor 2 Tahun 2012 
tcntang Pcmbentukan Rurnah Sakit Umum Daerah 
Cileungsi Kelas C (Lcmbaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2012 Nomor 2, Tarnbahan Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 64); 

90. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Ci]eungsi (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Dacrah 
Kabupatcn Bogor Nornor 65); 

91. Peraturan Daerah Kabupaten Begor Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Penanaman Modal [Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogar Tahun 2012 Nomor 6, Tarnbahan Lcmbaran Daerah 
Kabupatcn Boger Nomor 66); 
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102. Peraturan ... 

92. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 7 Tahun 2012 
tcntang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan 
Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogar Tahun 
2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogar Nomor 67); 

93. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2012 
tcntang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan 
Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Dacrah Kabupaten 
Bugor Tahun 2012 Nomor 13); 

94. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Organisasi Sadan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 
Nomor 14); 

95. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 5 Tahun 2013 
tentang Sistern Informasi Manajemen Pelaporan Data 
Transaksi Usaha Wajib Pajak Sccara Online (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogar Tahun 2013 Nomor 5); 

96. Peraturan Daerah Kabupatcn Bogor Nornor 7 Tahun 2013 
tentang Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 
2013 Nomor 7); 

97. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Penyertaan Modal Daerah Pemcrintah Kabupaten 
Bogor pada Sadan Usaha Milik Daerah PT. Prayoga 
Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 76}; 

98. Peraturan Daerah Kabupaten Begor Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air 
Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Bogar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 77); 

99. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 3 Tahun 2014 
tcntang Pembentukan Sadan Usaha Milik Daerah Dibidang 
Usaha Pariwisata [Lcmbaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Ka bu paten Bogor Nomor 79); 

100. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupatan Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5); 

101. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Namur 1 Tahun 2015 
tcntang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogar Tahun 2015 Nomor l}; 
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4. Pcmbiayaan .... 

Rp 6.770.520.774.000 .Jumlah Belanja setelah perubahan 
3.Surplusi (Defisit] 

2. Scbelum Perubahan Rp (1.032.063.503.000) 
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 76.313.682.000 

.Jumlah Surplus/(Defisit.) setelah perubahan Rp (955.749.821.000) 

Rp 6.262.701.630.000 
Rp 507.819.144.000 

a. Sebclum Pcrubahan 
b. Bertambah/ {Bcrkurang) 

Rp 5.814.770.953.000 ,Jumlah Pendapatan setelah perubahan 
2. Belanja 

Rp 5.230.638.127.000 
Rp 584.132.826.000 

1. Pendapatan 
a. Scbclum Perubahan 
b. Berlambah/ (Berkurang) 

Perubahan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 
sebagai berikur : 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAII TENTANG PERURAHAN ANGGARAK 
PENDAPATAN DAN BELA){JA DAERJ\H TAHUN 
ANGGAR.<\N 2015. 

Menetapkan 

MEMUTUSKA::'-1: 

DEWAN PEN.WAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 
dan 

BUPATI BOGON. 

Dengan Persetujuan Bersama 

102. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Desa (Lernbaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 
2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Begor Nomor 84); 

103. Peraturan Dacrah Kabupaten Boger Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Pernbenrukan Dana Cadangan Penyelenggaraan 
Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat XIII dan Pekan 
Paralympic Daerah Jawa Barat V Tahun 2018 dan 
Pcnyelenggaraan Pemilihan Umum Bupali dan Wakil Bupati 
Boger Tahun 2018 (Lembaran Dae rah Kabupaten Begor 
Tahun 2015 Nomor 8); 
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Rp 132.906.198.000 
c. Hasil ... 

Rp 1.156.238.968.000 

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan 

b. Hasil Retribusi Daerah 
1) Sebelum Perubahan Rp 134.140.654.000 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp (1.234.456.000) ---~~~~~~~~ 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
tcrdiri dari jenis pcndapatan: 
a. Hasil Pajak Daerah 

1) Sebelum Perubahan Rp 1.111.622.860.000 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp 44 .616.108. 000 

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan 

Rp l.441.301.316.000 

Rp 2.588.169.505.000 

Rp 1.785.300.132.000 

b. Dana Perirnbangan 
1) Sebelum Perubahan Rp 2.471.188.907.000 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 116.980.598.000 

Jumlah Dana Perimbangan 
setelah perubahan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
1) Se belum Peru bahan Rp 1 . 1 03. 1 58.36 7. 000 
2) Bertambah/(Bcrkurang) Rp 338.142.949.000 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
setelah perubahan 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Sebelum Pcrubahan Rp 1.656.290.853.000 
2) Bertambah/Ifserkurang' Rp 129.009.279.000 

.Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah 
Perubahan 

0 Rp 

955.749.821.000 Rp 

146.044.000.000 Rp 

Pasal 2 

4. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) Scbelum Perubahan Rp 1.058.107.503.000 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 43.686.318.000 
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Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp l.101.793.821.000 
b. Pengeluaran 

1) Sebelum Perubahan Rp 26.044.000.000 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 120.000.000.000 

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 
c. Pembiayaan Netto 

1) Sebelum Perubahan Rp. l.032.063.503.000 
2) Bertamhah/(Berkurang) Rp. (76.313.682.000} 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah 
Perubahan 



d. Banruan ... 

c. Dana Pcnycsuaian dan Otonomi Khusus 
1) Sebelurn Perubahan Rp 597.433.786.000 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 48.397.914.000 

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
setelah perubahan Rp 645.831.700.000 

Rp 534.980.666.000 

b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 
1) Sebelum Perubahan Rp 505.294.155.000 
2) I3ertambah/(Berkurang) Rp 29.686.511.000 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah 
Perubahan 

0 Jumlah Pend a patan Hi bah setelah perubahan Rp 
0 
0 

('1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1} huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pendapatan Hibah 

1) Sebelum Perubahan Rp 
2) Rertambah/(Berkurang) Rp ___.c_ __ 

Rp 198.148.350.000 
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah 
Perubahan 

Rp 93.965.050.000 
Rp 104.183.300.000 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayal 11) huruf b terdiri 
dari jenis pcndapatan: 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

1) Sebdum Perubahan Rp 213.784.795.000 
2) Bertambah/(Berkunmg:_Rp 12.797.298.000 

,Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 
Aukan Pajak sctc!ah perubahan Rp 226.582.093.000 

b. Dana Alokasi Umum 
l) Sebelum Pcrubahan Rp 2.163.439.062.000 
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp O 

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 2.163.439.062.000 
c. Dana Alokasi Khusus 

1) Sebelum Perubahan 
2) Bertambah/ (Berkurang) 

Rp 454.726.941.000 
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 
Sah sctelah perubahan 

77.779.132.000 2) Bertambah/(BerkurangJ Rp --''--~--~~~~~- 

41.428.025.000 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yung Dipisahkan: 
1) Sebelum Perubahan Rp 33.579.530.000 
2) Bertambah/(Berkurang) _Bp 7.848.495.000 

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan setelah pcrubahan Rp 

d. Lain-lain Pcndapatan Asli Daerah yang Sah 
1) Sebelurn Perubahan Rp 376.947.809.000 
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d. Belanja ... 

33.158.500.000 Rp 

0 

Rp 81.662. 700.000 

Rp 2.131.994.457.000 

Rp 3.881.459.818.000 

Rp 2.889.060.956.000 

33.158.500.000 
c. I3clanja Baniuan Sosial 

1) Sebelum Pcrubahan Rp 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp ~--------- 

.Ju m 1 ah Belanja Bantuan Sosial set.elah 
Pcrubahan 

1) Sebelum Perubahan Rp 3.476.687.309.000 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 404.772.509.000 

Jumlah Belanja Langsung set.elah perubahan 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai 

1) Sebclum Perubahan Rp 2.085.328.036.000 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 46.666.421.000 

Jumlah Belanja Pegawai setelah pcrubahan 
b. Belanja Hibah 

I) Sebelum Perubahan Rp 75.337. 700.000 
2) Bertarnbah/(Berkurang) Rp 6.325.000.000 

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan 

Pasal 3 
(1) Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Sebelurn Perubahan Rp 2.786.014.321.000 
2) Rertarnbah/(Berkurang) Rp 103.046.635.000 

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 
Peru bah an 

b. Belanja Langsung 

2.582.571.000 Rp 

75.344.000 Rp 

Rp 257.831.035.000 

Jumlah Dana Alokasi Cukai Hasil Ternbakau 
setelah perubahan 

2.582.571.000 2) Berlambah/(Berkurang) Rp 
-----''-------- 

e. Dana Bagi Hasil Rctribusi dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 
l) Sebelum Perubahan Rp 430.426.000 
2) Bertambah/(Ilerkurang) Rp (355.082.000) 

Jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi 
atau Pemerinrah Daerah Lainnya setelah 
perubahan 

f. Dana Alokasi Cukai Hasil Ternbakau 
1) Scbelum Perubahan Rp O 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya 
1) Sebelum Perubahan Rp O 
2) Berlambah/(Berkurang) Rp 257.831.035.000 

.Jurnlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 
dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah 
perubahan 
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146. 044. 000. 000 
(2) Penerimaan ... 

Rp .Jumlah Pengeluaran sctclah pcrubahan 

Rp 26.044.000.000 
Rp 120.000.000.000 

Rp 1.101.793.821.000 Jumlah Pcncrimaan setelah perubahan 
h. Pengeluaran 

1) Sebelum Perubahan 
2) Berlambah/(Berkurang) 

Rp 1.058.107 .503.000 
Rp 43.686.::318.000 

Pasal 4 
(1) Pernbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan 
1) Sebelum Peru bahan 
2) Bertambah/{Bcrkurang) 

Jumlah Belanja Rarang dan Jasa setelah 
Perubahan Rp 1.457.838.4'13.000 

c. Belanja Moda 1 
1) Sebclum Pcrubahan Rp I .798.241.019.000 
2) Bert.nmbah/(Berkurang) Rp 205.549.706.000 

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 2.003.790.725.000 

Rp 1.286.787.530.000 
_Kp 171.050.913.000 

b. Bclanja Barang dan Jasa 
1) Sebelurn Perubahan 
2) Bertambah/(Berkurang) 

Rp 419.830.650.000 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai 

1) Sebelurn Pcrubahan Rp 391.658.760.000 
2) Bertam bah/ (Berkurang) _B:p 28 .1 71.890. 000 

.Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan 

Rp 30.000.000.000 
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah 
Perubahan 

20.000.000.000 
10.000.000.000 

f. Belanja Tidak Terduga 
1) Sebelum Perubahan Rp 
2) Bcrtambah/ (Derkurang) Rp ---==-----~~~--~~- 

Rp 514.612.467.000 

.Jumlah Belanja Banruan Keuangan Kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerint.ahan 
Dcsa dan Lainnya setelah perubahan 

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pernerintahan Desa clan Lainnya 

l} Sebelum Perubahan Rp 474.557.253.000 
2) Dcrtambah/(Berkurang) Rp 40.055.214.000 

97.632.832.000 Rp 
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kcpada 
Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemeri n tahan 
Dcsa setelah perubahan 

d. Belanja Bagi Ilasil Kepada Provinsi/Kabupatcn/Kota dan Pemerintahan 
Desa: 

1) Scbelum Pcrubahan Rp 97.632.832.000 
2) Bertambahi(Berkurang) Rp O 
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c. bcrada ... 

Pasal 5 
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang tidak tcrscdia atau tidak cukup tersedia anggarannya 
untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. 

(2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedianya anggarannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak 
Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f. 

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­ 
kurangnya rnemenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

Rp 46.044.000.000 

b.Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 
1) Sebelum Perubahan Rp 26.044.000.000 
2) Bertambah/(Berkurang Rp 20.000.000.000 

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 
setelah perubahan 

Rp 100.000.000.000 

(3) Pengcluaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pembiayaan: 
a.Pembentukan Dana Cadangan 

1) Sebelum Perubahan Rp O 
2) Bertambah/Ilserkurang Rp 100.000.000.000 

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan 
setelah perubahan 

0 Rp Jumlah Penerimaan Hasil lnvestasi 
Daerah setelah Perubahan 

0 
0 

0 Rp 

b. Penerimaan Piutang Daerah 
1) Sebelum Perubahan Rp 24.000.000.000 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp (24.000.000.000) ~~~~~~~~~ 

Jumlah Penerimaan Piutang 
Daerah setelah Perubahan 

c. Penerimaan Hasil Investasi Daerah 
1) Sebelum Perubahan Rp 
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp ~~~~~~~~~ 

Rp l.101.793.821.000 

(2) Penerimaan se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 

1) Sebelum Perubahan Rp l .034.107.503.000 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 67.686.318.000 

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 

(SiLPA) setelah perubahan 
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Pasal 8 ... 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Pcraturan Bupali. 

Pasal 7 

Pengurangan Asel Lainnya; 
Daftar Perubahan Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 
Sebelumnya yang Bel um Disclcsaikan 
danDianggarkan Kcmbali dalam Tahun Anggaran Ini; 
Daftar Perubahan Dana Cadangan Daerah; 
Daftar Pcrubahan Pinjaman Daerah dan Obligasi 
Daerah; 

dan Penambahan 

Kegiatan; 

Rekapirulasi Perubahan Belanja Dacrah Untuk 
Keselarasan dan Kcterpaduan Urusan Pemerintahan 
Dacrah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

Daftar Perubahan Jumlah Pcgawai Per Golongan dan 
Per Jabatan; 
Daftar Perubahan Piutang Daerah; 

Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Tnvestasi) Daerah; 
Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
Daftar Perubahan Perkiraan 

Belanja menurut Urusan 
Organisasi, Program dan 

APBD menu rut Urusan 
Organisasi, Pendapatan, 

Rincian Peru bah an 
Pemerintahan Daerah, 
Bela n ja clan Pernbiayaan; 
Rekapitulasi Perubahan 
Pcmcrintahan Daerah, 

Urusan 

Ringkasan Perubahan APBD; 
Ringkasan Perubahan APBD mcnurut 
Pemerintahan Dacrah dan Organisasi; 

12.Larn.piran XIT 

13.Lampiran XIII 

LlLampiran XI 

10.Lampiran X 

7. Larnpiran VII 

8. Lampiran Vlll 

9. Larnpiran IX 

6. Lampiran VI 

5. Lampiran V 

4. Lampiran IV 

3. Lampiran m 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

Pasal 6 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. iercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri 
dari: 

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pcmerintah Daerah; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan tcrhadap anggaran dalam rangka 
pernulihan yang cliscbabkan oleh keadaaari darurat. 
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NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI 
JAWA BARAT: 204/2015 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TAHUN 2015 NOMOR 10 

ADANG SUPTANDAR 

Lnundangkan di Cibinong 
pada tanggal 2 Nopember 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 

N'URHAYANTT 

Ditetapkan di Cibinong 
pada tanggal 2 Nopember 2015 
BUPATI BOGOR 

Pasal 8 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dala:::n Lernbaran Daerah Kabupaten Bogor. 
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